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 Belum adanya penentuan lokasi yang tepat untuk warehouse di Kabupaten Banjarnegara serta didukung 
dengan kondisi eksisting warehouse yang berada di pusat kabupaten Banjarnegara sehingga membuat jarak yang cukup 
jauh dalam menjangkau daerah rawan bencana, kondisi topografi yang merupakan pegunungan serta frekuensi bencana 
yang mencapai 127 kejadian setiap tahunnya menjadikan warehouse eksisting kurang optimal dalam pendistribusian 
bantuan logistik kemanusiaan pada saat terjadi bencana. Sehingga perlu menentukan lokasi warehouse yang optimal. 
Penelitian ini menggunakan metode Spatial Multi Criteria Analysis (SMCA) dengan metode pembobotan analytic 
hierarchy process (AHP) serta metode P-Median (location allocation model). Pengolahan data dilaksanakan dengan 
bantuan software ArcGIS dan ILWIS. Dengan menggunakan 4 kriteria yaitu kriteria transportasi, dukungan 
infrastruktur, lokasi geografis dan sosial ekonomi serta 13 indikator, hasil pengolahan data dengan menggunakan 
SMCA didapatkan 12 lokasi potensial di 10 kecamatan yang sesuai dengan kriteria-krietria tersebut. Dari 12 lokasi 
potensial tersebut didapatkan 3 lokasi optimal untuk warehouse, yaitu kantor BPBD di Kecamatan Banjarnegara yang 
melayani 131 balai desa dengan jumlah waktu pelayanan 3037 menit, Desa Pesantren di Kecamatan Wanayasa yang 
melayani 88 balai desa dengan jumlah waktu pelayanan 2497 menit dan Desa Glempang di Kecamatan Mandiraja yang 
melayani 59 balai desa dengan jumlah waktu pelayanan 975 menit.  
Kata Kunci :Warehouse, Banjarnegara, Logistik kemanusiaan, SMCA, AHP. 
 
Abstract 
The lack of proper location determination for warehouses in Banjarnegara Regency and supported by the existing 
condition of warehouses located in the center of Banjarnegara district so as to make a considerable distance in 
reaching the disaster prone areas, the topography condition which is the mountains and the frequency of disasters that 
reaches 127 events annually the existing warehouse is less than optimal in distributing humanitarian logistic assistance 
in the event of a disaster. So it is necessary to determine the optimal warehouse location. This research uses Spatial 
Multi Criteria Analysis (SMCA) method with analytic hierarchy process (AHP) weighting method and P-Median 
method (location allocation model). Data processing is done with the help of ArcGIS and ILWIS software. By using 4 
criteria, there are transportation criteria, infrastructure support, geographical location and socioeconomic and 13 
indicators, the result of data processing using SMCA found 12 potential locations in 10 sub-districts that match those 
criteria. From the 12 potential locations were found 3 locations optimal for warehouses, there are BPBD office at 
Banjarnegara District which serves 131 village hall with the service time 3037 minutes, Pesantren Village at Wanayasa 
District which serves 88 village hall with 2497 minutes of service time and Glempang Village at Mandiraja District 
which serves 59 village hall with total service time 975 minutes. 
Keywords :Warehouse, Banjarnegara, Humanitarian logistic, SMCA, AHP. 
PENDAHULUAN 
 Banjarnegara sebagai lokasi penelitian merupakan wilayah yang terletak pada jalur pegunungan di bagian 
tengah Jawa Tengah sebelah barat yang membujur dari arah barat ke timur. Luas wilayah daerah ini sebesar 1069,73 
km2. Wilayah Banjarnegara ini sebagian besar berada pada ketinggian 100-500 meter dpl sebesar 37,04% kemudian 
antara 500-1000 meter dpl sebesar 28,74% sedangkan di atas 1000 m dpl sebesar 24,40%.Secara historis yang terekam 
mulai tahun 2012 sampai dengan 2016, di kabupaten Banjarnegara ini terjadi rata-rata 127 kejadian bencana setiap 
tahunnya, meskipun sudah sejak lama wilayah Banjarnegara ini sering terjadi bencana. Dari rentang tahun 2012 sampai 
dengan 2016 tersebut sebesar 65% adalah bencana tanah longsor. Karena frekuensi bencana yang sering terjadi, hal 
tersebut mengakibatkan kabupaten Banjarnegara ini dijadikan sebagai daerah yang rawan bencana atau maket bencana. 
 Pada kejadian bencana alam, tindakan evakuasi maupun penyaluran bantuan logistik kemanusiaan merupakan 
satu tindakan yang sangat penting dalam upaya mitigasi bencana, karena hal ini menyangkut kelangsungan hidup atau 
nyawa manusia. Logistik sendiri merupakan unsur yang paling penting dalam setiap upaya bantuan kemanusiaan atau 
bantuan bencana dan cara mengelola logistik bantuan kemanusiaan akan menentukan kesuksesan operasi 
penanggulangan bencana tersebut (Van Wassenhove, 2006:483). Selain itu logistik juga menjadi aktivitas yang paling 
mahal dari setiap bantuan bencana. Menurut Van Wassenhove, 2006 diperkirakan bahwa besarnya biaya logistik untuk 
bantuan bencana mencapai kurang lebih 80% dari total biaya dalam bantuan bencana. 
 Logistik kemanusiaan (humanitarian logistic) merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan 
pengendalian aliran bantuan kemanusiaan secara efisien , hemat biaya dan penyimpanan bantuan kemanusiaan serta 





Kopczak, 2005:2). Salah satu faktor yang sangat penting dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi kesuksesan 
logistik adalah peran dari transportasi untuk pendistribusian bantuan logistik kemanusiaan. Baik itu moda 
transportasinya maupun prasarana transportasinya. Semakin dekat jarak antara penerima bantuan (korban bencana) 
dengan gudang utama atau gudang penyalur semakin cepat pula proses bantuan diterima di lokasi. Masih berkaitan 
dengan logistik kemanusiaan tersebut, permasalahan yang sering terjadi di Indonesia pada umumnya justru pada 
kurangnya kesiapan dari segi perencanaan, salah satunya perencanaan transportasi. Dengan adanya perencanaan yang 
baik maka pengurangan beban hidup maupun upaya  meminimalisir korban jiwa akan berjalan dengan sukses. 
 Kondisi sarana pendukung untuk penanggulangan bencana di Banjarnegara ini seperti warehouse atau gudang 
logistik kemanusiaan, berjumlah 3 buah dan terletak di pusat kabupaten Banjarnegara. Sedangkan daerah rawan 
bencana hampir keseluruhan terletak di wilayah utara dan selatan yang merupakan daerah pegunungan. Sehingga jarak 
dan waktu antara gudang dengan daerah rawan bencana cukup jauh dan cukup lama. Selain itu jalur transportasi darat 
yang digunakan sebagai satu-satunya prasarana untuk distribusi bantuan kemanusiaan, merupakan jalur pegunungan dan 
perbukitan yang secara kondisi geologi adalah rawan gerakan tanah dan erosi, sehingga hal tersebut mendukung 
semakin susahnya jalur transportasi darat di wilayah Banjarnegara ini.Didukung kondisi warehouse atau gudang yang 
ada, kondisi jalur transportasi darat serta frekuensi bencana seperti tersebut di atas, hal itu mendorong untuk dilakukan 
penelitian dan menjadi tujuan utama dari penelitian ini yaitu untuk menentukan lokasi warehouse logistik kemanusiaan 
yang optimal di kabupaten Banjarnegara. Adanya lokasi optimal warehouse diharapkan dapat dijadikan solusi bagi 
pemerintah setempat sebagai salah satu upaya  untuk menutup keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di 
Banjarnegara dalam meningkatkan pelayanan distribusi bantuan logistik kemanusiaan.  
 Penentuan lokasi optimal ini pada awalnya memakai Analisis Multi Kriteria Spasial atau Spatial Multi Criteria 
Analysis (SMCA) sehingga didapat lokasi yang sesuai dengan kriteria dan indikator yang telah ditentukan. Kemudian 
digunakan model alokasi lokasi atau Location Allocation Model dengan software ArcGIS sehingga didapat lokasi 
optimal untuk warehouse.Penentuan kriteria dan indikator merujuk pada penelitian terdahulu, peraturan maupun buku. 
Jenis kriteria dan indikator dapat dilihat pada Tabel 1.  
 
Tabel 1. Kriteria dan Indikator 
No. Kriteria Indikator Sumber 
1 Transportasi Aksesibilitas (jaringan 
jalan) 
Turgut, et al, (2011) dalam Susanty, et al, (2016); 
ROH sae yeon, et al, (2013) 
Jangkauan terhadap 
penerima manfaat 
Turgut, et al, (2011) dan Degener,et al, (2013) 






Turgut, et al, (2011) dalam Susanty, et al, (2016) 
Ketersediaan 
telekomunikasi 
Turgut, et al, (2011) dalam Susanty, et al, (2016) 
Ketersediaan air bersih Turgut, et al, (2011) dalam Susanty, et al, (2016) 
3 Lokasi 
Geografis 
Kemiringan lahan  
(Topografi) 
Shiddiqi (2013), ROH sae yeon, et al, (2013) 
Faktor rawan bencana 
erosi 
ROH sae yeon, et al, (2013); Shiddiqi (2013); 
Perka BNPB no. 6 tahun 2009 
Faktor rawan bencana 
gerakan tanah 
ROH sae yeon, et al, (2013); Shiddiqi (2013); 
Perka BNPB no. 6 tahun 2009 
Pola Ruang Shiddiqi (2013) 
Land Use Shiddiqi (2013) 
4 Sosial 
ekonomi 
Faktor kriminalitas Degener, et al, (2013) dalam Susanty, et al, (2016); 
Shiddiqi (2013); Perka BNPB no. 6 tahun 2009 




Alberto (2000) dalam Roh Saeyeon, et al, (2015) 
 
 Spatial Multi Criteria Analysis (SMCA) atau Spatial Multi Criteria Evaluation (SMCE) adalah salah satu 
metode atau alat bantu untuk membuat keputusan dari berbagai kriteria yang dikombinasikan dengan data spasial atau 
data geografis, berdasarkan tujuan tertentu. Dengan demikian SMCA ini adalah alat yang ideal untuk pengambilan 
keputusan dengan menggunakan kriteria spasial yang dikombinasikan dan diberi bobot untuk mencapai tujuan secara 
menyeluruh. Keunggulan utama teknik SMCA ini adalah kemampuannya dalam menyatukan perangkat data spasial, 




 Dalam SMCA diperlukan pembobotan antar kriteria dan indikator untuk menentukan prioritas masing-masing 
kriteria dan indikator tersebut. Pembobotan disini digunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan 
perhitungan perbandingan berpasangan (pairwise comparison). Prinsip kerja AHP adalah membentuk suatu struktur 
permasalahan. Dalam menyelesaikan permasalahan Analisis Multi Kriteria, AHP menyusun struktur hierarki masalah 
mulai dari yang paling atas yang disebut tujuan akhir, kemudian dibawahnya disebut variabel kriteria, variabel 
subkriteria, variabel indikator dan variabel alternatif. Pengambil keputusan, selanjutnya memberikan penilaian numerik 
berdasarkan pertimbangan subjektifitas terhadap variabel-variabel yang ada untuk menentukan tingkatan prioritas 
masing-masing variabel tersebut. 
 Location Allocation Model atau model alokasi lokasi merupakan formula matematika yang bertujuan untuk 
mengidentifikasi lokasi geografis yang optimal untuk fasilitas berdasarkan distribusi permintaan (Alshwesh, 
2014:2).Model alokasi lokasi ini menentukan lokasi yang optimal dengan menggunakan beberapa pengukuran yang 
didasarkan pada jarak perjalanan (travel distance), waktu perjalanan (travel time) atau bentuk lain dari fungsi biaya. 
Para peneliti telah mengembangkan sebuah teknik untuk melaksanakan pemodelan alokasi lokasi ini. Teknik ini 
bertujuan untuk menentukan lokasi yang tepat untuk lokasi fasilitas yang dapat meningkatkan aksesibilitas dan 
mengurangi general cost. Teknik ini telah digunakan untuk menemukan lokasi optimal rumah sakit, pemadam 
kebakaran, kantor pos, perpustakaan, tempat pembuangan sampah, gudang, sekolah, cabang bank, dan lokasi antara lain 
untuk memantau hewan langka (Algharib, 2011:15-16). 
METODE 
  
Tabel 2. Kebutuhan data dan teknik pengumpulan data 
Sasaran Kebutuhan data Jenis data 
Teknik 
pengumpulan data 
Aksesibilitas Peta jaringan jalan Data sekunder Dokumen 
Ketersediaan jaringan 
listrik 
Data jumlah keluarga 
tanpa listrik 
Data sekunder Dokumen 
Ketersediaan komunikasi Peta sinyal telekomunikasi Data sekunder Dokumen 
Ketersediaan air bersih Peta cakupan pelayanan air 
bersih 
Data sekunder Dokumen 
Topografi Peta kontur tanah dan 
kemiringan lereng 
Data sekunder Dokumen 
Faktor rawan bencana erosi 
dan gerakan tanah 
Peta daerah rawan bencana 
erosi dan gerakan tanah 
Data sekunder Dokumen 
Jangkauan terhadap 
penerima manfaat 
Peta lokasi kantor 
desa/balai desa 
Data sekunder Dokumen 
Pola ruang dan land use Peta pola ruang dan tata 
guna lahan eksisting 
Data sekunder Dokumen 
Faktor kriminalitas Data kriminalitas Data sekunder Dokumen 
Penduduk usia kerja Data jumlah penduduk usia 
kerja 
Data sekunder Dokumen 
Ketersediaan sumber 
logistik 
Data jumlah toko Data sekunder Dokumen 
  
 Setelah menentukan tujuan penelitian dan menyusun landasan teori, langkah berikutnya yang dilakukan adalah 
menyusun rancangan penelitian. Rancangan penelitian disini terdiri dari : Penentuan kriteria dan indikator pemilihan 
lokasi, pengumpulan data, skoring dan pembobotan dan penentuan lokasi optimal warehouse. 
 Penentuan kriteria dan indikator pemilihan lokasi.Penentuan kriteria dan indikator dalam penelitian ini 
berdasarkan penelitian terdahulu, peraturan serta buku. Kriteria dan indikator apa saja yang digunakan pada penelitian 
kali ini dapat dilihat pada Tabel 1 di Pendahuluan. 
 Kuesioner pembobotan. Dalam pembobotan digunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan 
perhitungan perbandingan berpasangan (pairwise comparison). Maksud dari pairwise comparison disini yaitu 
membandingkan kecenderungan atau preferensi diantara indikator-indikator tiap kriteria dan antara kriteria-kriteria 
yang digunakan dengan menggunakan skala saaty. Skala dalam skala saaty ini yaitu skala 1 menunjukkan tingkat “sama 
pentingnya”, skala 3 menunjukkan “moderat pentingnya”, skala 5 menunjukkan “kuat pentingnya”, skala 7 
menunjukkan “sangat kuat pentingnya” dan skala 9 menunjukkan tingkat “ekstrim pentingnya”. 
 Responden penelitian. Responden penelitian yang dituju dalam pengisian kuesioner pembobotan terdiri dari 
para pakar di instansi terkait pada lingkup pemerintah kabupaten Banjarnegara yaitu Badan Perencanaan, Penelitian dan 
Pengembangan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi , Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah, PMI dan Dinas Ketersediaan Pangan serta para pakar dari pihak akademisi dengan jumlah total 





 Teknik pengumpulan data. Cara pengumpulan data yaitu dengan menyebarkan kuesioner pembobotan dan 
mengambil kuesioner yang telah diisi serta mengunjungi instansi terkait di kabupaten Banjarnegara untuk mendapatkan 
data-data sekunder. Kebutuhan data dan teknik pengumpulan data dapat dilihat pada Tabel 2. 
Teknik analisis data 
 Analisis data yang pertama disini adalah Spatial Multi Criteria Analysis (SMCA) dengan menggunakan 
pembobotan Analytical Hierarchy Process (AHP), dengan bantuan sofware ArcGIS dan ILWIS (Integrated Land and 
Water Information System).  Analisis data yang ke dua adalah Model Alokasi Lokasi pada software ArcGIS dengan 
metode P-Median. 
 Setelah penentuan kriteria dan indikator, data sekunder yang berhubungan dengan semua indikator tersebut 
diolah sedemikian rupa sehingga berbentuk file shp atau shape file dan masing-masing file indikator tersebut sudah 
dibagi menjadi beberapa kelas dan memiliki skoring untuk file yang tidak berbentuk kuantitatif. Skoring disini 
berdasarkan skala likert yang terdiri dari Sangat Sesuai, Sesuai, Cukup Sesuai, Kurang Sesuai dan Tidak Sesuai. Proses 
pengolahan data tersebut memakai bantuan software ArcGIS. Setelah proses pengolahan data selesai dan sudah 
berbentuk shape file (shp), maka dilanjutkan proses pembobotan dengan menggunakan bantuan software ILWIS.  
 Salah satu kelebihan ILWIS ini adalah kemampuannya untuk melakukan SMCA (Spatial Multi Criteria 
Analysis), yang merupakan perpaduan antara konsep penggabungan peta atau overlay peta pada lingkup Sistem 
Informasi Geografis (SIG) dan konsep analisis multi kriteria dalam hal ini memakai Metode Analytical Hierarchy 
Process (AHP) pada lingkup Decision Support System, yang sangat bermanfaat untuk analisa keruangan. Proses 
pertama dalam ILWIS ini adalah pembuatan pohon kriteria atau criteria tree dengan mengisikan kriteria dan indikator 
yang ada. Kemudian meng-import file shp dan memasukkan ke dalam setiap indikator dalam pohon kriteria tersebut.  
Proses selanjutnya adalah melakukan standarisasi (normalisasi). Standarisasi adalah proses untuk memberikan 
pengelompokan atau keanggotaan suatu nilai dari faktor-faktor menggunakan logika boolean dan fuzzy, pada fuzzy logic 
mengizinkan keanggotaan yang berada di antara 0-1. Sedangkan boolean memberi opsi keanggotaan nilai yang tegas 
(binary) yaitu salah atau benar pada skala 0 atau 1 (Malczewski, 2004:38). Pada tahap ini seluruh kriteria ditransfer ke 
dalam dalam nilai yang sebanding dengan skala antara 0 (minimum) sampai dengan 1 (maksimum). Setiap faktor akan 
memiliki format nilai yang berbeda sehingga perlu dilakukan standarisasi. Standarisasi ini dilakukan dengan merubah 
nilai input faktor menjadi bernilai 0 sampai dengan 1. Dalam standarisasi ini dikenal istilah cost dan benefit, Cost disini 
artinya setiap kriteria yang menyebabkan beban/cost/dampak negatif yang tinggi maka nilainya rendah, sedangkan 
benefit artinya setiap yang menyebabkan dampak positif tinggi diberikan nilai tinggi.Rumus standarisasi (X) adalah 
sebagai berikut : 
a. Untuk kriteria yang bersifat benefit : 
X =
   
    
        (1) 
b. Untuk kriteria yang bersifat cost : 
X =
   
    
        (2) 
 Tahap berikutnya adalah pembobotan (weighting). Pada tahap ini dilakukan pemberian ranking prioritas 
terhadap kriteria-kriteria dan indikator-indikator yang digunakan. Pemberian ranking ini berdasarkan hasil pembobotan 
dengan menggunakan software ILWIS. Yang mana pembobotan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
perbandingan berpasangan (pairwise comparison) dengan model pembobotan Saaty. 
 Setelah proses SMCA selesai dengan output yang berbentuk peta nilai indeks kesesuaian lahan untuk lokasi 
warehouse. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menggunakan model alokasi lokasi untuk menentukan lokasi 
optimal warehouse. Model alokasi lokasi ini menggunakan metode P-median. Metode ini berusaha untuk mencari titik-
titik/simpul-simpul dimana jumlah jarak bobot dari tiap-tiap titik lain ke titik pusat menjadi minimum atau dengan 
pengertian lain fasilitas terpilih terletak sedemikian rupa sehingga jumlah semua bobot biaya antara titik permintaan dan 
fasilitas terpilih dapat diminimalkan. Contoh penerapan adalah penentuan lokasi gudang (warehouse). Proses dalam 
model alokasi lokasi ini adalah penentuan data fasilitas dan titik permintaan terlebih dahulu. Data fasilitas merupakan 
data lokasi yang sesuai untuk penempatan warehouse dari analisa pembobotan dan penggabungan peta di ILWIS dan 
ArcGIS, sedangkan data titik permintaan atau demand point merupakan data lokasi konsumen, dalam hal ini dire-
presentasikan dengan balai desa sebagai tempat akhir dalam pendistribusian bantuan logistik. Setelah network dataset 
terbangun, dan data fasilitas dan demand point tersedia, maka dilakukan pemrosesan atau eksekusi (run) model alokasi 
lokasi. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Lokasi Optimal untuk warehouse bisa ditentukan apabila lokasi warehouse yang sesuai dengan kriteria telah didapatkan 




Hasil akhirnya akan disajikan dalam bentuk lokasi-lokasi yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dengan 
melibatkan pembobotan dari para pakar atau ahli. Skoring tiap kriteria adalah sebagai berikut : 
Kriteria transportasi 
 Kriteria transportasi ini dipengaruhi oleh 2 (dua) aspek yaitu aspek aksesibilitas (jaringan jalan) dan aspek 
jangkauan terhadap penerima manfaat. Aksesibilitas disini menjelaskan bahwa semakin besar jalan yang dilalui 
semakin bagus untuk mendirikan warehouse dan semakin dekat jarak antara lokasi warehouse dengan jalan semakin 
bagus untuk dipilih lokasinya. Sedangkan untuk jangkauan terhadap penerima manfaat merupakan batasan waktu 
optimal yang dibutuhkan untuk pengiriman logistik dari warehouse ke korban bencana. Batasan waktu optimal pada 
penelitian ini diambil dari saran salah satu anggota tim penanggulangan bencana di kabupaten Banjarnegara yaitu 45 – 
60 menit. 
 
Tabel 3. Hasil skoring untuk aspek aksesibilitas (jaringan jalan) 
No 




0 – 100 m terhadap jalan nasional dan jalan 
provinsi 
Sangat sesuai 10 
2 
>100 – 300 m terhadap jalan nasional, >100 – 
300 m terhadap jalan provinsi 
Sesuai 8 
3 0 – 100 m terhadap jalan kabupaten Cukup sesuai 6 
4 >100-300 m terhadap jalan kabupaten Kurang sesuai 4 
5 
>300 m terhadap jalan nasional,jalan provinsi dan 
jalan kabupaten 
Tidak sesuai 2 
 
Tabel 4.  Hasil skoring untuk aspek jangkauan terhadap penerima manfaat 
No Klasifikasi waktu jangkauan layanan warehouse Identifikasi Skoring 
1 > 60 menit Sangat sesuai 10 
2 45 – 60 menit Kurang sesuai 4 
3 0 – 45 menit Tidak sesuai 0 
Kriteria dukungan infrastruktur 
 Kriteria dukungan infrastruktur ini dipengaruhi oleh 3 (tiga) aspek yaitu ketersediaan jaringan listrik, 
ketersediaan telekomunikasi serta ketersediaan air bersih. Ketersediaan listrik untuk warehouse merupakan hal yang 
penting. Semakin sedikit jumlah rumah tangga yang tidak mempunyai listrik semakin baik daerah tersebut untuk 
didirikan warehouse. Data jumlah rumah tangga disini bersifat kuantitatif maka tidak dilakukan skoring akan tetapi 
langsung dilakukan standarisasi. Ketersediaan telekomunikasi disini ditentukan dengan kekuatan sinyal pada daerah 
tersebut. Penentuan skoring dalam aspek ketersediaan air bersih dalam penelitian ini dinilai dengan jenis sumber air 
yang digunakan oleh sebagian besar rumah tangga di daerah tersebut. 
 
Tabel 5. Hasil skoring aspek ketersediaan telekomunikasi (kekuatan sinyal) 
No Klassifikasi kekuatan sinyal telekomunikasi Identifikasi Skoring 
1 Kuat Sangat sesuai 10 
2 Lemah Tidak sesuai 2 
 
Tabel 6. Hasil skoring untuk aspek ketersediaan air bersih 
No 
Klassifikasi jenis sumber air terhadap 
aspek ketersediaan air bersih 
Identifikasi Skoring 
1 PDAM Sangat sesuai 10 
2 Sumur Bor/Pompa Sesuai 8 
3 Sumur gali Cukup sesuai 6 
4 Mata air Kurang sesuai 4 
5 Sungai, danau, kolam Tidak sesuai 2 
Kriteria lokasi geografis 
 Ada 5 (lima ) aspek yang mempengaruhi kriteria lokasi geografis disini yaitu aspek kemiringan lahan 
(topografi), aspek rawan bencana erosi, aspek rawan bencana gerakan tanah, aspek pola ruang dan aspek landuse. Aspek 





Aspek rawan bencana erosi dan rawan bencana gerakan tanah pada dasarnya adalah keamanan lokasi terhadap daerah 
rawan bencana di kabupaten Banjarnegara. Aspek pola ruang disini merupakan tingkat kesesuaian pemilihan lokasi 
untuk warehouse dengan penataan ruang, dimana pembangunan harus didasarkan pada prinsip penataan ruang. Begitu 
pula dengan aspek landuse atau tata guna lahan, aspek landuse ini hampir sama dengan aspek pola ruang. 
 
 Tabel 7. Hasil skoring untuk aspek kemiringan lahan (topografi) 
o 
Tipe relief Kemiringan Identifikasi S
koring 1 Datar 0-8% Sesuai 2 
2 Landai 8-15% Cukup sesuai 4 
3 Agak curam 15-25% Kurang sesuai 6 
4 Curam 25-40% Tidak sesuai 8 
5 Sangat curam > 40% Sangat tidak sesuai 10 
 
Tabel 8. Hasil skoring untuk aspek rawan bencana erosi 
No Klassifikasi rawan erosi Identifikasi Skoring 
1 Sangat ringan Sesuai 2 
2 Ringan Cukup sesuai 4 
3 Sedang Kurang sesuai 6 
4 Berat Tidak sesuai 8 
5 Sangat berat Sangat tidak sesuai 10 
 
Tabel 9. Hasil skoring untuk aspek rawan bencana gerakan tanah 
No Klassifikasi rawan gerakan tanah Identifikasi Skoring 
1 Tidak rawan Sesuai 2 
2 Kurang rawan Cukup sesuai 4 
3 Agak rawan Kurang sesuai 6 
4 Rawan Tidak sesuai 8 
5 Sangat Rawan Sangat tidak sesuai 10 
 
Tabel 10. Hasil skoring untuk aspek pola ruang 
No Jenis kawasan Rencana pola ruang Identifikasi Skoring 
1 Kawasan budidaya 
Kawasan Industri, pertanian 
sawah non irigasi 
Sesuai 8 





Cukup sesuai 6 





Kawasan hutan lindung, hutan 
produksi terbatas, hutan 
produksi tetap, kawasan 
lindung dibawahnya, sempadan 





Tabel 11. Hasil skoring untuk aspek landuse 
No Jenis kawasan Landuse Identifikasi Skoring 
1 Kawasan budidaya Kawasan pertanian sawah non irigasi Sesuai 8 




3 Kawasan budidaya 
Kawasan sawah irigasi, Kawasan 
permukiman perdesaan, permukiman 





Kawasan lindung dan 
kawasan budidaya 
Kawasan hutan lindung, hutan produksi 
terbatas, hutan produksi tetap, sempadan 








Kriteria sosial ekonomi 
 Kriteria sosial ekonomi dalam penelitian ini dipengaruhi oleh 3 (tiga) aspek yaitu aspek kriminalitas, aspek 
penduduk usia kerja dan aspek ketersediaan sumber logistik. Aspek kriminalitas disini merupakan tingkat keamanan 
daerah terhadap tindak kejahatan pencurian. Aspek penduduk usia kerja merupakan aspek kemudahan untuk 
medapatkan pekerja atau sumber daya manusia dalam mengelolah dan melaksanakan aktivitas di warehouse, penilaian 
dalam aspek ini didasarkan pada jumlah penduduk usia kerja, semakin banyak jumlah penduduk usia kerja pada suatu 
daerah semakin baik daerah tersebut untuk didirikan warehouse. Aspek ketersediaan sumber logistik disini berkaitan 
dengan kemudahan pengadaan barang logistik apabila stock barang dalam suatu warehouse tidak mencukupi apabila 
terjadi bencana. Kemudahan di sini dinilai dengan pendekatan jumlah ketersediaan toko yang menyediakan barang 
logistik kemanusiaan. Karena data untuk aspek penduduk usia kerja dan aspek ketersediaan sumber logistik bersifat 
kuantitatif maka tidak dilakukan skoring akan tetapi langsung dilakukan standarisasi. 
 
Tabel 12.  Hasil skoring untuk aspek kriminalitas 
No Tingkat kejahatan Identifikasi Skoring 
1 Tidak ada Sangat sesuai 1 
2 Ada dan menurun Kurang sesuai 6 
3 Ada dan tetap Tidak sesuai 8 
4 Ada dan meningkat Sangat tidak sesuai 10 
 
 Setelah dilakukan skoring maka dilakukan pembobotan dan standarisasi. Pembobotan dilakukan terhadap 11 
orang pakar dengan menggunakan metode AHP dan perhitungan perbandingan berpasangan (pairwise comparison). 
Hasil pembobotan dapat dilihat pada tabel 13. Dari hasil pembobotan dalam tabel tersebut didapatkan bahwa 
pembobotan terbesar di dapat untuk kriteria lokasi geografis sebesar 30%, diikuti kriteria transportasi 29%, kriteria 
dukungan infrastruktur 21% dan kriteria sosial ekonomi 20%.  Hasil pembobotan relatif rata-rata merupakan pembagian 
dari jumlah pembobotan dari tiap pakar terhadap jumlah banyaknya pakar. 






Cost   
(-) 
1 Kriteria Transportasi 0,29   
 - Aksesibilitas (jaringan jalan) 0,54 √  
 - Jangkauan terhadap penerima manfaat 0,46 √  
2 Kriteria Dukungan Infrastruktur 0,21   
 - Ketersediaan jaringan listrik 0,31  √ 
 - Ketersediaan telekomunikasi 0,33 √  
 - Ketersediaan air bersih 0,36 √  
3 Kriteria Lokasi Geografis 0,30   
 - Kemiringan lahan (topografi) 0,15  √ 
 - Rawan bencana erosi 0,20  √ 
 - Rawan bencana gerakan tanah 0,30  √ 
 - Pola ruang 0,18 √  
 - Land use 0,17 √  
4 Kriteria Sosial Ekonomi 0,20   
 - Kriminalitas 0,27  √ 
 - Penduduk usia kerja 0,30 √  
 - Ketersediaan sumber logistik 0,43 √  
 
 






 Kolom benefit dan cost dalam Tabel 13 digunakan dalam proses standarisasi. Setelah proses perhitungan 
pembobotan dan standarisasi menggunakan  software ILWIS, akan didapat indeks kesesuaian lokasi sesuai dengan 
kriteria-kriteria dan indikator-indikator yang digunakan dengan rentang nilai antara 0 (nol) sampai dengan 1 (satu). 0 
(nol) berarti sangat tidak sesuai ditunjukkan dengan warna merah (dalam peta), sedangkan 1 (satu) berarti sangat sesuai 
ditunjukkan dengan warna hijau.Hasil dari perhitungan menunjukkan nilai indeks kesesuaian lokasi untuk warehouse di 
kabupaten Banjarnegarabernilai antara 0 – 0,79. Hasil tersebut dapat dilihat pada Gambar 1. 
 Dalam klasifikasi nilai indeks, digunakan pengklasifikasian 5 kelas. Dalam klassifikasi 5 kelas tersebut, nilai 
indeks tertinggi yakni 0,79 terletak pada kelas antara nilai indeks 0,61 – 0,80 dengan identifikasi sesuai.Pembagian 
kelas dapat dilihat pada tabel 14. Ada banyak lokasi yang menunjukkan nilai indeks 0,61-0,80, lokasi terpilih untuk 
warehouse diambil pada nilai indeks ini (lihat Gambar 2). 
 
Tabel 14.  Klasifikasi nilai indeks kesesuaian lokasi warehouse 
No. Klasifikasi nilai indeks Identifikasi 
1 0,00 – 0,20 Tidak sesuai 
2 0,21 – 0,40 Kurang sesuai 
3 0,41 – 0,60 Cukup sesuai 
4 0,61 – 0,80 Sesuai 
5 0,81 – 1,00 Sangat sesuai 
 
Tabel 15.  Lokasi Warehouse Terpilih di Kabupaten Banjarnegara 
No. Lokasi warehouse terpilih Nilai indeks 
1 Desa Gumelan Kulon, Kecamatan Susukan 0,79 
2 Desa Purworejo, Kecamatan Purworejo Klampok 0,79 
3 Desa Glempang, Kecamatan Mandiraja 0,79 
4 Desa Pesantren, Kecamatan Wanayasa 0,77 
5 Desa Batur, Kecamatan Batur 0,74 
6 Desa Sidokangen, Kecamatan Kalibening 0,74 
7 Desa Badamita, Kecamatan Rakit 0,72 
8 Desa Karangsari, Kecamatan Punggelan 0,71 
9 Dinsosnakertrans Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara 0,70 
10 PMI Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara 0,68 
11 Desa Kalilunjar, Kecamatan Banjarmangu 0,67 
12 BPBD Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara 0,66 
 
 
Gambar 2.  Peta Lokasi Warehouse Terpilih di Kabupaten Banjarnegara 
 Lokasi optimal ditentukan dari lokasi warehouse yang telah terpilih pada gambar 2. Pada penentuan lokasi 
optimal disini akan dipilih 3 lokasi yang optimal. Dengan bantuan location allocation model pada software ArcGIS 





Gambar 3. Lokasi optimal warehouse di kabupaten Banjarnegara. 













Jalan Purwasaba, desa 
Glempang, Kec. Mandiraja 
59 975 109º28’40,3”T 7º29’6,5”S 
2 
Jalan Gotong Royong (BPBD), 
desa kuta banjarnegara, kec. 
banjarnegara 
131 3037 109º41’20”T 7º23’31”S 
3 
Jalan raya kalibening – 
wanayasa, desa pesantren, kec. 
wanayasa 
88 2497 109º43’19,2”T 7º14’13,6”S 
 
 Dari hasil penentuan lokasi optimal dengan menggunakan location allocation model didapatkan 3 lokasi seperti 
pada Tabel 16. Lokasi optimal yang ada di jalan gotong royong yaitu di warehouse eksisting di kantor BPBD 
Banjarnegara melayani 131 desa apabila terjadi bencana dengan jumlah waktu pelayanan dari keseluruhan desa 
mencapai 3037 menit. Lokasi optimal yang ada di jalan raya kalibening-wanayasa, desa pesantren, kecamatam 
wanayasa melayani 88 desa apabila terjadi bencana dengan jumlah waktu pelayanan dari keseluruhan desa mencapai 
2497 menit. Sedangkan Lokasi optimal yang ada di jalan Purwasaba, desa Glempang, kecamatan Mandiraja melayani 
59 desa apabila terjadi bencana dengan jumlah waktu pelayanan dari keseluruhan desa mencapai 975 menit. 
PENUTUP 
Dari hasil analisis dengan menggunakan ArcGIS dan ILWIS, diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 
1. Dari ke-empat kriteria yang digunakan berturut-turut didapatkan hasil pembobotan dari 11 pakar sebagai berikut 
Kriteria lokasi geografis 30%, kriteria transportasi 29%, kriteria dukungan infrastruktur 21% dan kriteria sosial 
ekonomi 20%. 
2. Nilai indeks tertinggi kesesuaian lahan untuk lokasi warehouse di kabupaten Banjarnegara berdasarkan penilaian 
kriteria dan indikator oleh para pakar sebesar 0,79. 
3. Sebanyak 12 lokasi terpilih untuk warehouse ditentukan dengan nilai indeks kesesuaian lahan antara 0,61-0,80. 
4. Lokasi optimal warehouse didapatkan sebanyak 3 lokasi dengan urutan jumlah dan waktu pelayanan sebagai 
berikut : 
a. Lokasi optimal Jl.  Gotong-royong yaitu di kantor BPBD dengan jumlah layanan sebanyak 131 desa dan 
waktu layanan 3037 menit 
b. Lokasi optimal di Jl. Kalibening-wanayasa, desa pesantren, kecamatan wanayasa dengan jumlah layanan 
sebanyak 88 desa dan waktu layanan 2497 menit. 
c. Lokasi optimal di Jl. Purwasaba, desa Glempang, Kecamatan mandiraja dengan jumlah layanan sebanyak 59 
desa dan waktu layanan 975 menit. 
Saran 
1. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai rujukan bagi pemerintah setempat untuk mendirikan warehouse atau 





2. Dilakukan penelitian lanjutan mengenai penentuan besarnya kapasitas yang dibutuhkan dari ketiga lokasi 
optimal warehouse tersebut. 
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